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ABSTRAK

Persoalan poligami memang sangat dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap
sebagi solusi, sedangkan di sisi lain, poligami justru dianggap bukan bagian dari
solusi dalam menggapai tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang kekal dan
abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang
(mawaddah wa rahmah)Oleh karena itu, mengabulkan maupun menolak
permohonan izin poligami merupakan tugas berat hakim di Pengadilan Agama
sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut.
Dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting.
Sehingga putusan yang dijatuhkan  merefleksikan dimensi  keutuhan
pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta
pertanggungjawaban kepada Allah.

Pada tahun 2005, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima 10 perkara
permohonan izin poligami. Dari 10 perkara tersebut, perkara yang
diterima/dikabulkan sebanyak 6 perkara, sedangkan yang dicabut dan yang ditolak
sebanyak 2 perkara. Dalam hal ini, penyusun tertarik dan memfokuskan penelitian
terhadap pertimbangan hakim yang menolak permohonan izin poligami, yakni dalam
perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk dan No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk ditinjau dari
perspektif yuridis dan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapar{fjald research)
yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan
menggunakan metode analisa kualitatif. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan
adalah pendekatan yuridis dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkarPertama permohonan izin poligami yang
diajukan Pemohon dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk. ditolak oleh Majelis
Hakim karena isteri Pemohon tidak mengizinkan suaminya menikah lagi.
Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bahwa adanya persetujuan isteri
merupakan salah satu syarat komulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon,
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41
huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 59 KHI. Secara syar’i, poligami tidak
mensyaratkan adanya izin dari isteri/isteri-isteri. Adapun ketentuan hukum mengenai
adanya izin isteri atau isteri-isteri bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan demi
terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan.

Keduag permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No.
317/Pdt.G/2005/PA.Yk. ditolak Majelis Hakim karena alasan yang diajukan bahwa
Pemohon tidak mau berlarut-larut dalam dosa karena telah lama berhubungan
dengan calon isteri yang kemudian hamil 7 bulan, menurut pertimbangan Majelis
Hakim tidak termasuk salah satu syarat/alasan alternatif diperbolehkannya poligami
dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9
tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI. Padahal Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas memberikan otoritas kepada hakim
untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup di masyarakat, bukan sebagai orang pasif yang hanya menerapkan pasal-pasal
dari Undang-undang yang telah ada. Sedangkan dalam syari'at Islam, hakim
diberikan kebebasan berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor:
157/1987 dan 0593b/1987

l. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ b be

< ta’ t te

o sa S es (dengan titik di atas)
z jim j je

C h h ha (dengan titik di bawah)
z kha’ kh kadan ha

3 dal d de

3 zal z ze (dengan titik di atas)
) ra r er

3 zal Z zet

o sin S es

g syin sy es dan ye
5 sad S es (dengan titik di bawah)
5 dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
b za’ z zet (dengan titik di bawah
¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas

¢ gain g ge

< fa’ f ef

Vi
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é gaf qi

d kaf ka

J lam I ‘el

2 mim m ‘em

© nun n ‘en

3 waw w w

o ha’ h ha

s hamzah ‘ apostrof
¢ ya’ y ye

[I.  Konsonan Rangkap karena Syaddahditulis rangkap

33dxe ditulis muta’addidah

.

o ditulis ‘iddah

[11. Ta' Marbitah di akhir kata

a. bila dimatikan tulish

LS~ ditulis hikmah

4 pr ditulis Jjizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandangal” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengarh

W54 dal S ditulis

Karamah al-auliyz

c. bilata’ marhztah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah
ditulis t

il 3187y ditulis

Zakat al-fitr

vii
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V. Vokal Pendek

S ditulis a
S ditulis [
S ditulis u
V. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
1. al ditulis jahiliyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
2. . I .
e ditulis tansa
Kasrah + ¢ mati ditulis 1
ek 5 ditulis karim
Dammah + \ewu mati ditulis u
4. 35 ditulis furad
VI. Vokal Rangkap
. Fathah + § mati ditulis ai
' oS ditulis bainakum
A Fathah + vawu mati ditulis au
' Jé ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan

apostr of
] ditulis a’antum
s ditulis u’iddat
£S5 oA ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata sandang Alif+Lam

a.  Bila diikuti huruf Qamariyyah

of

ditulis

al-Qur'an
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o) ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyahditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyalyang mengikutinya, serta menghilangkan huifef)nya

slowd) ditulis as-Sama’
! ditulis asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

39,400 (593 ditulis Zawi al-furiid
il Jal ditulis Ahl as-Sunnah
IX
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MOTTO

"Masga Lalu bukan candu,

dan masa depan 6ukan jurang”

Anda boleh bersekolah selinggi-lingginya.
Tapi kalau anda tidak berkarya.

Anda akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah’

(Pramudya Ananta Toer)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pada umumnya selalu
menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi
miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai tanpa mematuhi aturan-
aturan yang telah digariskan agaha.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan perkawinan.
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Matfa Esa.

Dalam agama Islam, perkawinan sangat dianjurkan. Seperti firman Allah

SWT:
A g 8350 oS Jamm g Ll 1S bl g5 oSl e oS Gl O ) e g

30y S psd) cu¥ S5 3 0
Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sebagai amanat dari Allah

SWT vyang telah diberikan kepada suami dan isteri. Al-Quran

memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang Kokshgan

! Firdaweri, Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami
Menunaikan Kewajibannyaet. ke-1 (Jakarta: CV. Pedoman limu Jaya, 1989), him. 1.

2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

® Ar-Rum (30): 21.
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ghaliza) Maka suami isteri yang terikat dalam perkawinan harus menjaga dan

memelihara ikatan itu. Sebagaimana firman Allah SWT:

Plale Bl s Oty am U oSan 28l 8y @ pd b CaS

Status perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoln duat,
mengisyaratkan bahwa suami dan istri harus menjaga dan mempertahankan
hubungan dan ikatan ini secara bersama dan bermitra.

Hukum asal dari perkawinan menurut agama Islam adalah monogami.
Sebab dengan monogami akan mudah menetralisasikan sifat atau watak cemburu,
iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa
mengganggu ketenangan dan membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu
poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Allah SWT

berfirman:
ps by e slad) pa (ST Ol L 1SSl ol (3 1 plands W o2 O
it W sl s oSS ) e Sl ) s 58 1o VI s O

Menurut jumhur ulama’, surat an-Nisa’ ayat 3 ituuturseusai perang
Uhud. Ketika itu banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang. Dan
sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh

ayah dan atau suaminyallah SWT berfirman:

* An-Nisa’ (4): 21.
® An-Nisa’ (4): 3.

® Khoiruddin NasutionRiba dan Poligami, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad

Abduh cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). him. 85.
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o s 1y a8 OIS O 1435 5 | gmboas Oly kel

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa asas perkawinan dalam Islam pada
dasarnya monogami. Namun meskipun demikian, hukum Islam tidak menutup
rapat-rapat pintu kemungkinan berpoligami atau beristerikan lebih dari seorang
perempuan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sedangkan Quraisy Shihab menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak
memuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan
dipraktikkan oleh syari’at agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak
mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekadar berbicara
tentang bolehnya poligami, dan itupun hanya pintu darurat kecil yang boleh
dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak fingan.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di
berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Di Jazirah
Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktikkan poligami,
melalui poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-
rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala
suku yang mempunyai sampai ratusan iStedangkan Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya juga menganut asas monogami,

" An-Nisa’ (4): 129.
8 Quraisy Shihabwawasan al-Qur'ar{Bandung: Mizan, 1996), him. 199.

°® Musdah Mulia,Pandangan Islam tentang Poligartiakarta: Lembaga Kajian Agama &
Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), him. 3.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak
bisa ditawar-tawar lagi. Undang-undang itu masih tetap mentolerir dan memberi
peluang kepada laki-laki untuk berpoligami asalkan syaratnya terpenuhi.

Memang syarat-syarat itu cukup berat, tetapi bertujuan agar laki-laki tidak
seenaknya saja melaksanakan poligami. Seorang suami yang sebenarnya belum
mampu untuk berpoligami lantas melakukan perbuatan yang beresiko berat itu,
pada akhirnya perempuanlah yang akan menjadi korbannya.

Poligami bukan merupakan suatu kewajiban maupun anjuran, namun
merupakan suatu pilihan dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan demi
kelangsungan ikatan perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan disebutkan beberapa syarat seorang suami untuk dapat
mendapatkan izin poligami dari pengadilan, yaitu:

a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak merekd.

Persayaratan untuk berpoligami memang terasa berat untuk dipenuhi,
tetapi hal itu wajar karena poligami bukanlah perbuatan sembarangan, tetapi
terkait masalah keharmonisan keluarga dari istri tua maupun muda yang harus
dilindungi kesemuanya. Maka tidak sembarangan laki-laki bisa melakukan
poligami.

Namun dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk

melestarikan kehidupan keluarga, kemandulan seorang wanita atau penyakit

9 pasal 5 ayat (1).
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menahun yang diidapnya, serta wanita yang kehilangan daya tarik atau mental
yang akan lebih bayak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah
sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila
suaminya berkehendak untuk berpoligami sebagai bukti tanggung jawabnya
dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga

Di samping itu ada perkawinan monogami yang tidak mencapai
tujuannya, seperti perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, suami yang
mempunyai syahwat yang kuat dan sebagainya. Maka dalam hal ini diduga
keluarga akan lebih bahagia bila suami kawin lagi dengan wanitd lain.

Oleh karena ketatnya syarat-syarat poligami, maka seorang suami yang
akan berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada
Pengadilan Agama. Maka dengan demikian tidak semua suami mampu
melakukan poligami. Namun dalam realitanya ternyata relatif banyak para suami
yang mengajukan permohonan izin poligami, seperti yang terjadi di Pengadilan
Agama Yogyakarta pada tahun 2005.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah pengadilan tingkat pertama yang
telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah
perdata bagi mereka yang beragama Islam, termasuk perkara poligami. Dalam
perkara poligami, Menteri Agama RI telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan
yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 3 Tahun 1975.
Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi

Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Pasal 1 ayat (2)

1 Kamal Mukhtar,Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawjneet. ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 27.
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menyebutkan izin isteri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama ialah
penetapan yang berupa izin beristeri lebih dari seofang.

Permohonan izin poligami yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata
oleh satu pihak yang berkepentingan untuk meminta beristeri lebih dari seorang
termasuk dalam perkara kontentius. Sebab di dalamnya mengandung sengketa
antara pihak-pihak yang berperkara.

Persoalan poligami memang sangat dilematis. Di satu sisi, poligami
dianggap sebagi solusi atas persoalan yang melanda kehidupan rumah tangga
yang sedang dijalani oleh suami isteri. Sedangkan di sisi lain, poligami justru
dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai cita-cita dan tujuan
perkawinan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT,
dan didasarkan pada cinta dan kasih sayaragvaddah wa rahmah)

Perkara permohonan izin poligami dengan persyaratannya yang ketat, ada
yang ditetapkan dengan pemberian izin berpoligami dan ada pula yang ditolak.
Dalam hal ini, Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan suatu putusan yang
mengandung kemaslahatan yang lebih besar dan sesuai dengan rasa keadilan
yang berpegang teguh pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan
hukum Islam.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari
keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak

menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk

12 Anwar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama
(Bandung: ARMICO, 1984), him. 67-68.

3 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agaret. ke-5 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 39-41.
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memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung
jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan
negara® Seandainya peraturan hukumnya tidak atau kurarap,jelebagai
penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari 10 perkara permohonan izin
poligami yang diajukan oleh Pemohon pada tahun 2005, terdapat dua perkara
yang ditolak/tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yaitu: pertama, perkara
Nomor 265/Pdt.G/2005/PA.Yk. Dalam perkara ini, Pemohon bermaksud
menikah lagi (poligami) dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Namun
permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan isteri
Pemohon (Termohon) tidak mengizinkan suaminya menikah lagi.

Kedua, perkara Nomor 317/Pdt.G/2005/PA.Yk. Pemohon mengajukan
permohonan izin poligami dengan alasan tidak mau berlarut-larut dalam
perbuatan dosa karena telah lama berhubungan dengan calon isteri. Permohonan
tersebut ditolak Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak
termasuk salah satu alasan poligami yang tercantum dalam perundang-undangan,
dan hakim tidak melakukan penggalian hukum.

Mengabulkan maupun menolak permohonan izin poligami merupakan
tugas berat hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang

menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan,

4 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal
14 dan penjelasannya.

'3 bid., Pasal 27 ayat (1).
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pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting. Sehingga putusan yang
dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum,
kebenaran dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti
bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami
tersebut ditinjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta karena merupakan
suatu pengadilan tingkat pertama dimana perkara permohonan izin poligami yang
diajukan di Pengadilan Agama tersebut relatif banyak. Kemudian memilih tahun
2005 karena ada dua perkara permohonan izin poligami yang ditolak, serta
memudahkan penyusun dalam melacak data dan permasalahan yang dibahas

masih relevan jika dikontekskan dengan sekarang.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok
permasalahan, yaitu:
1. Bagaimanakah tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan

hakim dalam perkara No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
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1. Meninjau pertimbangan hakim dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.YK.
dari perspektif yuridis dan hukum Islam.

2. Meninjau pertimbangan hakim dalam perkara No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk
dari perspektif yuridis dan hukum Islam.

Sementara kegunaan penelitian ini diharapkan dapat :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang
hukum Islam dan hukum positif, terutama yang berkaitan dengan
permohonan izin poligami.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama
di lingkungan Pengadilan Agama. Dan juga pihak-pihak yang berminat
terhadap masalah-masalah perkawinan, terutama tentang permohonan izin

poligami.

D. Telaah Pustaka
Dari beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa buku dan
skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas. Untuk kategori buku yaitu:
Buku yang ditulis oleh Musfir al-Jahrani berjudRdligami dari Berbagai
Persepsi. Dalam buku itu dijelaskan bahwa Allah SWT telah menjadikan
keluarga sebagai tonggak kehidupan, kaedah pembangunan, dan perkembangan
peradaban. Untuk melindungi bangunan keluarga dari sesuatu yang dapat

membuatnya runtuh, maka kemudian poligami disyari'atkan oleh 15fam.

18 Musfir al-JahraniPoligami dari Berbagai Persepéiakarta: Gema Insani Press, 1996).
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Buku yang berjudulPandangan Islam tentang Poligamienjelaskan
bahwa pembicaraan tentang poligami dalam al-Qur'an berada dalam satu tarikan
nafas dengan pembicaraan mengenai anak yatim. Ada persamaan antara anak
yatim dan perempuan, yaitu bahwa keduanya seringkali menjadi korban dari
perilaku yanag tidak adil, dan hak-hak mereka sering terabaikan. Allah
menegaskan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim, demikian pula terhadap
perempuan. Manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan
monogami daripada dalam poligahhi.

Demikian pula buku yang berjud&lahasia Poligami Rasulullah SAW,
karya Labib MZ, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa poligami lebih baik
dilakukan oleh seorang suami dari pada melakukan hubungan gelap atau
perselingkuhan dengan wanita lain. Selain itu poligami lebih baik bagi isteri itu
sendiri, karena sang isteri akan lebih nsenag ketika melihat suaminya menikah
lagi secara terang-terangan dan resmi, yang berarti menjunjung tinggi dasar-dasar
moral, dari pada suami bermain sembunyi-sembtfnyi.

Untuk kategori skripsi ada beberapa skripsi yang relevan, yaitu: Skripsi
yang disusun oleh Eva Fadhia berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek
Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.”
Dalam skripsi tersebut digambarkan praktek poligami dalam masyarakat muslim
kelurahan Duren Sawit yang meliputi motivasi-motivasi yang dikemukakan

ternyata tidak semuanya sejalan dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah dalam

" Musdah Mulia,Pandangan Islam tentang Poligantiet. ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian
Agama & Jender, Solidaritas perempuan, The Asia Foundation, 1999).

18 Labib MZ, Rahasia Poligami RasulullatGresik: Bintang Pelajar, 1986).
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memperbolehkan poligami. Di sisi lain motivasi-motivasi yang dikemukakan
oleh para isteri secara umum lebih terlihat karena faktor keterpaksaan, seperti
alasan tidak mampu memberikan keturunan, alasan sudah terlanjur terjadi
pernikahan dan ketakutan untuk menjadi jatida.

Skripsi yang disusun oleh Alia Hernis berjudul “Poligami di Bawah
Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif’, dijelaskan bahwa praktek poligami di kecamatan tersebut ternyata lebih
banyak dilakukan secara ilegal. Hal itu disebabkan oleh adanya fanatisme
masyarakat setempat terhadap kharisma para ulama dan tokoh agamanya. Selain
itu juga adanya anggapan para ulama bahwa pernikahan yang dilakukan melalui
prosedur hukum positif hanyalah bersifat administratif belaka yang berupa
anjuran dan bukan kewajibail.Dari beberapa literatur tersebut, belum ada yang
membahas tentang studi terhadap penolakan izin poligami seperti yang penyusun

teliti.

E. Kerangka Teoretik
Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan
bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui kemaslahatan hamba-

Nya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya

19 Eva Fadhia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim
Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (1997).

%0 Alia Hernis, “Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspekiif

Hukum Islam dan Hukum Positif,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1999).
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terhadap kaum muslim. Dan hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-
agama samawi. Kedatangan Islam memberikan landasan dasar yang kuat untuk
mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam
masyarakat yang melakukan poligami. Kemudian norma dalam berpoligami
sungguh telah diatur dalam agama Islam. Dalam hal ini norma menuntut orang
yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu yang berupa moral yang
mengurangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang paling rendah, karena
watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan pada hawa
nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa rfafsunya.

Sebagai kerangka yang menjadi dasar pemikiran akan dikemukakan
pendapat dari 2 Imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.
Pendapat yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah bahwa poligami itu
diperbolehkan menurut Islam dengan batas maksimal 4 orang. Jika suami
khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak isteri-isteri dan anak-
anak mereka, maka tidak diperbolehkan poligami. Demikian juga bila khawatir
berbuat zalim kepada 2 wanita maka poligami tidak diperbolefkan.

Imam Abu Hanifah meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada semua
isteri dalam hal cinta dan kasih sayang. Menurut Imam Abu Hanifah, keadilan
yang diwajibkan dalam an-Nisa’ ayat (3) adalah keadilan dalam masalah-masalah

yang sifatnya lahiriyah yang mampu dikerjakan oleh manusia. Dalam hal ini

21 Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islanhim. 8.

22 Ali Ahmad al-JurjawiHikmah at-Tasyri’ wa Falsafatufttp.: tp, t.t.), him. 13.
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yaitu keadilan dalam bentuk bermalam, makanan, minuman, pakaian dan tempat
tingal

Sedangkan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa poligami tidak
diharamkan secara mutlak melainkan hanya membatasi jumlah perempuan yang
akan dijadikan isteri, yaitu maksimal 4 orang berdasarkan surat an-Nisa’ ayat (3).
Imam Syafi'i membolehkan poligami dengan syarat kemampuan memberi
nafkah, agar suami tidak berbuat aniaya kepada isteri-isterinya dan anak-

anaknya. Hal ini ditegaskan dalam akhir ayat an-Nisa™ (B)ss¥! sl &l &

bahwa suami sebaiknya tidak mempunyai tanggungan keluarga yang anyak.

Tuntutan harus berbuat adil di antara para isteri, menurut Imam Syafi’i
berhubungan dengan urusan fisik misalnya pembagian giliran baik pada waktu
siang maupun malam hari. Keadilan yang disyaratkan pada An-Nisa’ ayat 129
adalah berhubungan dengan hati, hal ini mustahil diakukan karena hati memang
tidak mungkin berbuat adil. Karena hanya Allah SWT yang mengetahuinya.
Sehingga keharusan adil yang dituntut apabila seorang laki-laki berpoligami
adalah adil dalam bentuk perbuatan dan perkataan.

Walaupun hukum Islam memperbolehkan poligami tetapi pemerintah
boleh mencegah poligami, ketika tampak bahayanya dan banyak kerusakan-

kerusakan yang ditimbulkannya. Maka perbuatan yang mubah tetapi

2 |mam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Han&ada'i’ as-Sana'’i’ fi Tartib as-
Syara'i’ (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/ 1996 M), Il: 491-492.

4 |mam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafijtab al-Umm, cet. ke-1 (Beirut: Dar
al-Kutub al-'limiyyah, 1413 H/ 1993 M), V: 126-127.

25 |pid., him. 279-280.
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mengandung mafsadah sebaiknya dicegah dan kemaslahatan itu lebih

diutamakan?® Sesuai dengan kaidah figh :
il alls byis e ) L aLY) b s

Sedangkan al-Maraghi dalam kitab Tafsir al-Maraghpeedapat bahwa
kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat an-Nisa’ (4): 3 merupakan
kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan
hanya dalam keadaan darurat, yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang
benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan
dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu
kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui bahwa
menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan,

sebagaimana kaidah figh:
2l Lall Gl e pe s Wl T
Dan menolak bahaya lebih diprioritaskan daripada memperoleh manfaat:
te WOl e pide Ll ads
Adapun hubungannya dengan surat an-Nisa’ (129), menurut al-Maraghi

yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, adapun di luar

% Muhammad Rasyid Rid@afsir al-Manar(Beirut: Dar al-Ma’arifah, t.t.), IV: 363.

" Imam Jalaluddin ‘Abdurrahman as-SuyuiiAsybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa furu’
figh asy-Syafi'iyyal{Beirut: Muassasah al-Kutub as-Sagafiyyah, 1994 M./ 1415 H.), him. 158.

%8 Asjmuni A. RahmanQa’idah-ga’idah Figih(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 29.

29 Asjmuni A. RahmanMetode Penetapan Hukum lIslaf@akarta: Bulan Bintang, 1983),
him. 4.
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kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri
tidak terhadap isteri-isterinya yang lain, maka dalam hal itu seseorang tidak
diwajibkan berbuat adif’

Sedangkan kondisi-kondisi menurut al-Maraghi diperbolehkannya
poligami adalah :

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat
mengharapkan anak.

2. Bila isteri telah tua dan mencapai uny&'isyah (tidak haidl) lagi, dan ia
mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri.

3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabelitas
seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.

4. Bila diketahui dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria
dengan perbandingan yang mencofdk.

Sedangkan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, masalah
poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 s/d Pasal
59, UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 s/d. Pasal 5, dan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal
40 s/d. Pasal 44.

Menurut undang-undang perkawinan, seorang suami yang hendak
beristeri lebih dari seorang, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

secara tertulis kepada Pengadilan. Maka poligami diperbolehkan apabila

%0 A. Mustafa al-MaraghiTafsir al-Maraghi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1382 H/
1963 M), him. 181.

%1 bid., him. 182.
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dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi
izin.

Izin tertulis yang diberikan pengadilan merupakan upaya hukum yang
meskipun kelihatannya bersifat administratif belaka, namun juga memiliki fungsi
sosial preventif yang sangat besar. Fungsi ini akan bisa dirasakan secara jelas
ketika pihak isteri atau anak-anak yang ditinggal suami tidak mendapat tanggung
jawab atas hak-hakny#.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengadilan akan
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang
apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturungn.

Dalam prosedur permohonan izin poligami pada tahap pembuktian,

Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,
sebagaimana alasan alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 UU perkawinan.
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri
dan anak-anak dengan memperlihatkan:
a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh
bendahara tempatnya bekerja.

b. Surat keterangan pajak.

% Ahmad Rofig,Pembaharuan Hukum Islam di Indonegitakarta: Gama Media, 2001),
him. 111.

¥ pasal 4 ayat (2).
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c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

3. Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik secara lisan maupun tertulis yang
harus dinyatakan dalam sidang.

4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Dalam Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989, bahwa seorang hakim wajib
mencamtumkan dasar pertimbangan cukup dan matang dalam setiap
keputusannya, termasuk ketika memberikan ijin poligami bagi suami. Setiap
putusannya harus jelas, dan cukup motivasi pertimbangannya.

Dalam arti luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan
tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal yang berlaku, tapi
harus meliputi sistematika argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah
dipahami. Termasuk juga ketika membuktikan bahwa suami yang mengajukan
permohonan poligami itu mampu menjamin keperluan para isteri dan anak-
anaknya.

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa segala
putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,
memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang diajadikan dasar untuk
mengadili.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan jika
hakim tidak menemukan ketentuan hukum tentang perkara yang diajukan
kepadanya, hakim wajib menggali, mengikuti, dam memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
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F. Metode Pendlitian
1. JenisPendlitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapang@d research).
Dalam hal ini peneliti akan meneliti dan menganalisa pertimbangan hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menolak permohonan izin poligami
tahun 2005 sebagai sumber data primer.
2. Sifat Pendlitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang
bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang
diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:
a. Dokumentas{documentation)

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan
data yang diperoleh melalui dokumen-dokurifeBalam hal ini berupa
surat-surat dan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama
Yogyakarta tahun 2005.

b. Wawancardinterview)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih

secara langsung. Pewawancara disettatviewer,sedangkan orang yang

diwawancarai disebuinterviewee®® Adapun pihak yang diwawancarai

% Husaini Usman, Purnomo Setiady AkbMtetodologi Penelitian SosiglBumi Aksara,
1996), him. 73.

% Ibid., him. 57-58.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



19

adalah Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini digunakan
untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim
dalam menolak izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun
2005.
4. AnalisisData
Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis
kualitatif. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan
menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus
ke yang umum.
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:
a. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yuridis adalah adalah cara mendekati masalah yang
diteliti dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan.
b. Pendekatan Nor matif
Pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti

dengan mendasarkan pada hukum I1sfam.

G. Sistematika Pembahasan.
Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah,

komprehensif dan sistematis, maka peneliti menyusun sitematika pembahasan

% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukdakarta: Rajawali Press, 1997), him. 42.
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sebagai berikut: Bab pertama, yakni pendahuluan meliputi: latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua, sebagai pengantar untuk menuju pada masalah
permohonan izin poligami berupa tinjauan umum tentang poligami yang
meliputi: pengertian poligami, dasar hukum, syarat dan alasan poligami, hukum
poligami, dan izin poligami.

Bab ketiga mendiskripsikan mengenai perkara poligami dan alasannya di
PA Yogyakarta tahun 2005, perkara permohonan izin poligami yang ditolak,
serta pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami tersebut.

Selanjutnya dalam bab empat, penyusun menganalisis terhadap
pertimbangan hakim yang menolak permohonan izin poligami di PA Yogyakarta
tahun 2005 dari tinjauan yuridis dan hukum Islam.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang meliputi: kesimpulan dan

saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang
diajukan Pemohon karena istri Pemohon tidak menyetujui/mengizinkan
Pemohon menikah lagi telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Hal itu juga menunjukkan bahwa hakim sangat melindungi
serta memperhatikan kemaslahatan pihak isteri (Termohon) dan juga

keutuhan bahtera rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah figh:
imlall by e JI e pl¥) O a3

2. Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon
denga alasan Pemohon tidak mau berlarut-larut dalam perbuatan dosa
karena telah lama berhubungan dengan calon isteri tnpa ikatan yang sah dan
kemudian calon isteri hamil 7 bulan, dengan pertimbangan bahwa alasan
tersebut tidak termasuk salah satu alasan poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU
No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebenarnya UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28
ayat 1 menegaskan bahwa Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,

jika tidak menemukan ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang

73
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ada, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan dalam syari'at Islam, hakim diberikan kebebasan berijtihad
dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang ditegaskan

hadis Nabi:

Al g ol als Tom @ S 131 0 T s Lol ¢ agam b (ST (S 13

Tugas seorang hakim sebenarnya tidak hanya berkpat@d penerapan
ketentuan yang tertulis dalam undang-undang secara imperatif, tetapi juga
harus mempertimbangkan segi-segi lain yang mendatangkan kemaslahatan

serta mencegamafsadatbagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana

kaidah figh:

tLA\qz&(mMul\;)s

B. Saran-saran

1. Terhadap alasan Pemohon yang tidak termasuk salah satu syarat/alasan
alternatif dalam Undang-undang, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya
terpaku dengan perundangan-undangan yang sudah ada. Jika tidak
menemukan ketentuan hukum yang ada, hakim wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat dengan melakukan penemuan hykerhtvinding)

2. Selain mempertimbangkan kemaslahatan isteri (Termohon), Majelis Hakim
semestinya juga mempertimbangkan dan memperhatikan kemaslahatan

calon isteri dengan kondisi hamil akibat hubungan seks dengan Pemohon.
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3. Kepada para suami hendaknya agar lebih mementingkan keutuhan bahtera
rumah tangganya, dengan lebih mencurahkan perhatian dan kasih sayang
kepada isteri dan anak-anaknya, serta menghindari perbuatan asusila dengan

perempuan lain.
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Lampiran |

BAB |

TERJEMAHAN

No.

Him.

Ftn.

Terjemahan

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sen
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepad
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan say
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-b
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs
Rum (30): 21).

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pa
sebagaian kamu telah bergaul (bercampur) dengan
lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-ister
telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana k
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (la
yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemuy
jlka kamu tidak akan dapat berlaku adil, ma
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang K
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepa
tidak berbuat aniaya. Qs: an-Nisa’ (4): 3.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku ad
antara isteri-isterimu, walaupun kamun sangat if
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu tef
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga K
biarkan yang lain terkatrung-katung. Qs: an-N
(4):129.

Dia
diri,
lanya,
ang.
enar
ar-

dahal

yang
imu

adil
amu
in)
dian
aka
amu
1da

il di
ngin
lalu
amu
sa’

14

27

Imam dalam mengurusi kepentingan rakyatnya |
diikutkan untuk mendatangkan kemaslahatan.

narus

14

28

Menolak kerusakan didahulukan dari pada me
kemaslahatan

narik

15

29

Menolak bahaya didahulukan daripada meraih man

faat.

BAB |1

No.

Him.

Ftn.

Terjemahan

23

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana k
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (la
yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemuy
jlka kamu tidak akan dapat berlaku adil, ma
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang K

adil
amu
in)
dian
aka
amu
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miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepa
tidak berbuat aniaya. Qs: an-Nisa’ (4): 3.

1da

24

10

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku ag

antara isteri-isterimu, walaupun kamun sangat if
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu tef
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga K
biarkan yang lain terkatrung-katung. Qs: an-N
(4):129.

lil di
ngin
lalu
amu
sa’

25

12

Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri
cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka
hari kiamat ia akan datang dalam keadaan m
bahunya.

dan
pada
ring

26

15

Sesungguhnya Ghailan ibnu Salamah al-Saqafi
masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri pada 1
jahiliyah, kemudian bersama-sama ia masuk Is
Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya &
memilih empat orang dari mereka.

telah
nasa
am.
gar

29

18

Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan ¢
isteri, maka aku memberitahukan kepada Nabi S
maka nabi bersabda pilinlah diantara mereka el
orang saja.

rang
AW,
mpat

29

19

Sesungguhnya Ghailan ibnu Salamah al-Saqafi
masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri pada 1
jahiliyah, kemudian bersama-sama ia masuk Is
Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya &
memilih empat orang dari mereka.

telah
nasa
am.
\gar

30

21

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana k
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (la
yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemuy
jlka kamu tidak akan dapat berlaku adil, ma
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang K
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepa
tidak berbuat aniaya. Qs: an-Nisa’ (4): 3.

adil
amu
in)
dian
aka
amu
1da

30

22

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku ad

antara isteri-isterimu, walaupun kamun sangat if
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu tef
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga K
biarkan yang lain terkatung-katung. Qs: an-N
(4):129.

lil di
ngin
lalu
amu
sa’

31

24

Dan menghimpunkan (dalam perkawinan)
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah te

dua
2rjadi

pada masa lampau. (Qs: an-Nisa’ (4): 23.

10.

31

25

Tidak diperbolehkan menghimpun (dalam perkawi
antara satu wanita dengan saudara-saudara ibunyg
perempuan, serta di antara wanita dengan sau

nan)

| yang
dara-
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saudaranya yang laki-laki.

11.

32

26

Hai para pemuda, jika di antara kamu m

mpu

(memberikan nafkah) maka menikahlah, yang demikian
itu dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan,
dan apabila kamu tidak mampu maka berpuasalah,
sesungguhnya yang demikian itu dapat menjadi

penawar atau penekan nafsu syahwat.

BAB IV

No.

Him

Ftn

Terjemahan

61

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sen
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepad
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan say
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-b
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs
Rum (30): 21).

Dia
diri,
lanya,
jang.
enar
ar-

62

Menolak kerusakan didahulukan dari pada me
kemaslahatan

narik

62

Imam dalam mengurusi kepentingan rakyatnya |
diikutkan untuk mendatangkan kemaslahatan.

narus

66

Imam dalam mengurusi kepentingan rakyatnya |
diikutkan untuk mendatangkan kemaslahatan.

narus

67

Menolak kerusakan didahulukan dari pada me
kemaslahatan

narik

e

67

Menolak bahaya didahulukan daripada meraih man

faat.

~

67

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melain
perempuan yang berzina, atau perempuan

musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dika
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-I
yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan |
orang-orang yang mu’'min. Qs: an-Nur (24): 3.

kan
yang
vini
aki
atas

68

11

Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perh;

atikan

mana yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan

yang lebih ringan kepada madlaratnya.

72

18

Apabila hakim memutuskan hukum dengan berijt

ihad

dan ia menemukan kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia

mendapat dua pahala. Jika ia tidak memper
kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh

pleh
satu

pahala.
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Kepopulerannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis yang
dihimpun dalam karyanyal-Jami’ah al-Sahihyang oleh kaum muslim dianggap
sebagai kitab Islam yang paling mulia dan utama setelah Kitabullah.

3. Khoiruddin Nasution

Beliau dilahirkan di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang
Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan
pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau
mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-
1982. Kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai
tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di
McGill University Montreal Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian
mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996,
dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University,
dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Di
antara karya-karya beliau adalah: "Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas
Pemikiran Muhammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama
ACAdeMia, 1996)", "Fazlur Rahman tentang Wanita (Yogyakarta: Tazzafa &
ACAdeMIA, 2002)”, dan masih banyak lagi.

4. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904,
merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar ash-Shiddiqg.
Beliau memperoleh gelar H.C. dari Unisba (1975), dan dari IAIN Sunan Kalijaga
(1975), serta menjadi Guru Besar dalam bidang pengetahuan Hadis. Meskipun
demikian beliau juga mampu dan menguasai bidang ilmu @sfwl al-Figh
dan Tafsir. Karya monumentalnya adalah TafsiBayan (30 jilid) yang
dilesaikan pada tahun 1961. Beliau wafat pada hari Selasa, 9 Desember 1975.
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5. Sayyid Sabiq
Beliau adalah seorang ulama besar ternama dalam bidang limu Figh dan
seorang Guru Besar pada Universitas al-Azhar. Beliau juga seorang mursyid al-
Umam dari Partai Politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad serta penganjur
kembali kepada al-Qur'an dan hadits. Seorang pakar hukum Islam dan karyanya
yang populerFigh al-Sunnahyang merupakan salah satu referensi bidang figh
pada Perguruan Tinggi Islam, terutama Fakultas Syari’ah.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Lampiran I11
CURRICULUM VITAE

Nama : Fakhruddin Aziz

Tempat, Tgl Lahir  : Blora, 15 Maret 1981

Agama : Islam

Alamat : Sambongrejo, RT: 6/2, Tunjungan, Blora, Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal:

SDN Sambongrejo |, Tunjungan, Blora (lulus tahun 1992).

MTs. Ma’arif | Blora (lulus tahun 1995).

SMK Ma’arif Blora (lulus tahun 2000).

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2001).

= 0 Y M

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Bustanul Ulum, Sambongrejo, Tunjungan, Blora.

2. PP. Al-Anwar, Sarang, Rembang.

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Staff Redaksi LPM. Advokasia Fakultas Syari'ah UIN Suka.
Divisi Pengkaderan PSKH Fakultas Syari’ah UIN Suka.
Sekretaris Divisi Kaligrafi UKM Al-Mizan UIN Suka.

Divisi Pers PMII Rayon Fakultas Syari’ah UIN Suka.
Divisi Ekonomi PMII Komisariat UIN Suka.

IO D

Ketua KAMABA (Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta).

PRESTASI & PENGHARGAAN:

Juara Il MTQ Cabang Khat Naskah di Kab.Gunungkidul, tahun 2005
2. Juara lll MTQ Cabang Khat Naskah di Kab. Bantul, tahun 2008.

3. Juara Il MTQ Cabang Khat Naskah di Kota Yogyakarta, tahun 2008.
4

. Karya tulis artikel/opini dimuat di berbagai media massa nasional dan lokal.

—

Vi

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERSETUJUAN
	PENGESAHAN SKRIPSI
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	1. Jenis Penelitian
	2. Sifat Penelitian
	3. Teknik Pengumpulan Data
	a. Dokumentasi (documentation)
	b. Wawancara (interview)

	4. Analisis Data
	5. Pendekatan Penelitian

	G. Sistematika Pembahasan.

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	TERJEMAHAN
	BIOGRAFI ULAMA
	CURRICULUM VITAE




